BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR AGTAHUN 20 | €

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, keadilan, dan
transparansi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan
dari jabatan struktural guna mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 17 jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, perlu
menetapkan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kendal;

[enimbang
=

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun 196S  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
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4. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah

[stimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
| 3079);
g 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
1 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20185
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 7
- Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
i Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2012
- tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
- Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam dan Dari Jabatan
Struktural Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
~ Kendal Tahun 2012 Nomor2 Seri E No. 1);

],ﬁ, _Fmtt.tra::} DaerahPeKabupatcn Kendal Nomor 6 Tahun 2016
- tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
k. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Dae%ah
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Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

E 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
= A tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
¢ 3 Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabutaten Kendal

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.l, Tambahan Lembaran
Daerah Kabuptaen Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI
MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kendal.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kendal.

5. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

6. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

7. Standar Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya
disebut Standar Kompetensi  Manajerial adalah
persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus
dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawail
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

9, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan,

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secorang
pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi,

11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
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berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

13 Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang dibentuk oleh
Bupati untuk menilai kinerja  PNS  di lingkungan

Pemerintah Daerah.,

BARB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a. sebagai pedoman dalam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dalam dan dari JPT dan JA; dan

b. sebagai pedoman dalam = perencanaan /pengembangan
program pendidikan dan pelatihan bagi PNS.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a. memberikan informasi kebutuhan kompetensi manajerial
untuk setiap JPT dan JA sesuai kewenangan, beban tugas
dan tanggung jawab organisasi;

b. mewujudkan  objektifitas dan  transparansi dalam

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam
dan dari JPT dan JA; dan

c. meningkatkan kualitas pejabat JPT dan JA sesual dengan
kebutuhan kompetensi manajerial organisasi.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 4

Standar Kompetensi Manajerial yang diatur dalam Peraturan

Bupati ini meliputi Standar Kompetensi Manajerial untuk JPT
dan JA.

Pasal S5

Jumlah Kompetensi Manajerial untuk setiap JPT dan JA
adalah sebagai berikut

a. JPT sejumlah 6 (enam) kompetensi,
b. Jabatan Administrator sejumlah 5 (lima) kompetensi; dan
¢. Jabatan Pengawas sejumlah 4 (empat) kompetensi.

Pasal 6

Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 adalah se a tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 7

Standar Kompetensi Manajerial menjadi salah satu instrumen
penilaian kompetensi pemegang jabatan atau calon pemegang
jabatan.

BAB IV
PENILAIAN KOMPETENSI

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh data atau informasi yang menunjukkan
kompetensi pemegang jabatan atau calon pemegang
jabatan dilakukan penilaian kompetensi.

(2) Tata cara, prosedur, dan pelaksana penilaian kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

kS Pasal 9

Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 menjadi bahan bagi Tim Penilai Kinerja PNS untuk

memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam

dan dari JPT dan JA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7

UPATI KENDAL,

dol¢

MIRNA ANNISA

an di Kendal
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